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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan upah

minimum serta perlindungan hukum terhadap pekerja barista pada Coffee shop di

Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

("

Penerapan upah minimum terhadap pekerja barista di  Kabupaten
Bojonegoro secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kedua regulasi tersebut secara
tegas mengatur bahwa pekerja berhak memperoleh upah yang layak dan
pengusaha wajib membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan upah
minimum yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja barista dalam pemenuhan kelayakan
hidup melalui penerapan upah minimum belum terlaksana secara efektif.
Meskipun secara normatif telah terdapat ketentuan mengenai sanksi, baik
pidana maupun administratif, terhadap pelanggaran pengupahan, namun
dalam praktiknya penegakan hukum tersebut masih belum optimal,

khususnya pada sektor usaha kecil seperti Coffee shop.
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4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan
hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembayaran upah minimum.
Pengusaha perlu menyusun struktur dan skala upah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, serta tidak menjadikan keterbatasan usaha
sebagai alasan untuk mengabaikan hak dasar pekerja.

2. Pekerja barista perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya
dalam hubungan kerja, khususnya terkait upah minimum. Dengan adanya
kesadaran hukum yang lebih baik, pekerja diharapkan dapat memperkuat
posisi tawar serta berani menyampaikan keberatan apabila terjadi

pelanggaran terhadap hak-haknya.
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